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Abstract 

Today technology is growing, so are payment instruments in Indonesia, which are now starting to be 

dominated by e-money. This is a public attraction because it can speed up the transaction process and increase 

efficiency. As well as the flexibility of these payment tools that can be used on various E-commerce platforms. 

E-commerce is a place for buying and selling transactions using bitcoin, by providing various kinds of goods 

and services with models and reasonable prices. The legitimacy of payment instruments must be emphasized 

on each E-commerce platform referring to Law no. 7 of 2011 concerning Currency. Normative research with a 

statutory approach is used as a research method. Examining the clarity of regulations governing consumer 

protection for cryptocurrency users as a means of paying for commercial transactions, then processing and 

analyzing them methodically and descriptively using legal interpretations and arguments. As a basis for 

research used the regulations of Law no. 7 of 2014 concerning Trade and Law no. 8 of 1999 concerning 

Consumer Protection is used as a research reference. In addition to referring to legal norms contained in 

library research, namely conducting research by utilizing materials from various sources, such as laws, books 

and journals to determine whether they are relevant to the topic to be discussed. The author concludes that in 

Law no. 7 of 2011 concerning Currency regulates the determination of the rupiah as legal tender in Indonesia 

in the form of banknotes and coins with certain characteristics and characteristics. So if bitcoin is positioned 

as a currency it will conflict with the law in question. 

Keywords: Cryptocurrency, Transaction, Consumers 

 

Abstrak 
Dewasa ini teknologi semakin berkembang, begitu juga alat pembayaran di Indonesia yang sekarang mulai 

didominasi e-money. Hal itu menjadi daya tarik masyarakat karena dapat mempercepat proses transaksi 

dan meningkatkan efisiensi. Serta fleksibilitas dari alat bayar tersebut yang dapat digunakan diberbagai 

platform E-commerce.E-commerce menjadi salah satu wadah berlangsungnya transaski jual beli yang 

menggunakan bitcoin, dengan menyediakan berbagai macam barang serta jasa dengan model dan 

harga yang wajar. Keabsahan alat bayar harus ditekankan pada setiap platform E-commerce merujuk 

pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Penelitian normatif dengan pendekatan 

undang-undang digunakan sebagai metode penelitian. Meneliti kejelasan peraturan yang mengatur 

perlindungan konsumen untuk pengguna cryptocurrency sebagai alat bayar transaksi komersial, kemudian 

memproses dan menganalisisnya secara metodis dan deskriptif dengan menggunakan interpretasi dan 

argumen hukum.  Sebagai landasan penelitian digunakan peraturan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 

tentang Perdagangan dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen digunakan 

sebagai acuan penelitian. Selain mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam penelitian kepustakaan, 

yaitu melakukan penelitian dengan memanfaatkan bahan dari berbagai sumber, seperti undang-undang, 

buku dan jurnal untuk menentukan apakah relevan dengan topik yang akan dibahas. Penulis 

menyimpulkan bahwa pada UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang mengatur penetapan rupiah sebagai 

alat pembayaran yang sah di Indonesia dalam bentuk uang kertas dan uang logam dengan ciri dan 

karakteristik tertentu. Sehingga jika bitcoin diposisikan sebagai mata uang akan bertentangan dengan UU 

yang dimaksud. 

Kata Kunci: Cryptocurrency, Transaksi, Konsumen 
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Pendahuluan 
Menggunakan teknik kriptografi, cryptocurrency menciptakan "koin" virtual 

dan menawarkan kepemilikan dan transaksi yang aman. Fungsi paling populer yang 

digunakan untuk ini oleh berbagai cryptocurrency adalah hash target, yang 

menghitung hash sedemikian rupa sehingga lebih rendah dari angka yang telah 

ditentukan. Tujuan hash, atau kesulitan masalah, diubah setiap kali bergantung pada 

total daya komputer jaringan, yang bermanfaat untuk mempertahankan waktu yang 

cukup konsisten diantara solusi. Transaksi divalidasi sebagai unik dan dapat 

diandalkan melalui bukti kerja yang menuntut komputasi. Transaktor dapat memuat 

biaya transaksi yang  masuk ke pengguna pertama yang berhasil memvalidasinya 

untuk mempromosikan partisipasi. Jaringan selanjutnya menyediakan verifikator 

dengan jumlah tertentu. Pasokan mata uang jaringan ditingkatkan dengan 

penambangan, dan kesulitan yang dapat dikonfigurasi memastikan bahwa tingkat 

ekspansi tidak terpengaruh oleh kemajuan daya komputasi [1]. 

Sistem Cryptocurrency biasanya membuat klaim bahwa mereka menawarkan 

pemrosesan transaksi yang terdesentralisasi dan anonim. Anonimitas ini dapat 

digunakan sebagai langkah keamanan ekstra untuk privasi dan kerahasiaan pengguna. 

Selama tiga tahun terakhir, penerimaan dan permintaan cryptocurrency telah berlipat 

ganda seratus kali lipat. Mirip dengan perkembangan pasar mata uang kripto sejak 

penciptaannya, saat ini ada sejumlah pemain yang terlibat dalam perluasan 

perdagangan dan penerimaan mata uang kripto. Saat ini, cryptocurrency dapat ditukar 

dengan uang fiat di ratusan bursa di seluruh dunia. Salah satu produk cryptocurrency 

merupakan Bitcoin, muncul akibat Resesi Hebat dan Krisis Keuangan tahun 2008, 

yang menjadi dasar respons pembangunan ekonomi selama 20 tahun terakhir. 

Bitcoin adalah alat pembayaran baru yang menerapkan teknologi jaringan peer-to-

peer yang tidak memerlukan peraturan pihak; teknologi ini biasanya digunakan oleh 

programmer. Hipotesis pasar efisien yang terkenal [2] mengasumsikan bahwa harga 

komoditas, seperti mata uang, mencerminkan semua informasi yang tersedia dan 

karenanya diperdagangkan pada nilai wajar. Meskipun ada banyak informasi yang 

tersedia tentang Bitcoin dan jaringannya, tidak semua pelaku pasar menggunakan 

semua informasi ini secara efektif, sehingga harga mungkin tidak mencerminkannya.  

Alasan pe inggunaan te iknologi i jari ingan i ini i adalah agar data bi itcoi in dapat 

di ibagi ikan ke ipada pe ingguna lai in me ilalui i me idi ia jari ingan onli ine i [3]. E ife ik munculnya 

Bi itcoi in se ibagai i komodi itas i ini i me ini ingkatkan e ifi isi ie insi i si iste im dan me imungki inkan 

pe inye idi iaan layanan ke iuangan de ingan bi iaya yang jauh le ibi ih re indah, me imbe iri i 

pe ingguna le ibi ih banyak ke ikuatan dan ke ibe ibasan [4]. Se isuai i de ingan Ke iputusan 

Me inte iri i Pe irdagangan Nomor 99 Tahun 2018, di ise ibutkan bahwa ase it kri ipto 

di ide ifi ini isi ikan se ibagai i komodi itas yang dapat di igunakan se ibagai i subje ik kontrak 

be irjangka yang di ipe irdagangkan di i bursa be irjangka. Di ire iktur Bappe ibti i 

me inde ifi ini isi ikan je ini is ase it kri ipto yang dapat di ipe irdagangkan ole ih pe idagang ase it 

kri ipto fi isi ik dalam daftar ase it kri ipto yang di ipe irdagangkan di i pasar kri ipto fi isi ik. Pasar 

ase it kri ipto fi isi ik adalah pasar ase it kri ipto fi isi ik yang di iadakan se icara e ile iktroni ik, 

di imi ili iki i ole ih pe idagang ase it kri ipto fi isi ik untuk pe injualan atau pe imbe ili ian ase it kri ipto 
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dan di iatur ole ih Bursa Be irjangka. Pe irdagangan di i pasar ase it kri ipto fi isi ik hanya dapat 

di ilakukan me ilalui i pe irangkat e ile iktroni ik yang di imi ili iki i ole ih pe idagang ase it kri ipto fi isi ik 

dan di idukung se irta di ike indali ikan ole ih bursa be irjangka yang di ise itujui i ole ih Di ire iktur 

Bappe ibti i. Bank Iindone isi ia me inyi ikapi i ke ibe iradaan bi itcoi in ji ika masyarakat Iindone isi ia 

dapat me inggunakan, me impe irdagangkan atau me inyi impannya se ibagai i ase it atau suatu 

ase it di igi ital, namun ti idak dapat di igunakan se ibagai i alat pe imbayaran kare ina satu-

satunya mata uang adalah rupi iah yang me irupakan alat pe imbayaran yang sah dii 

Iindone isi ia.  

Pe irnyataan Bank Iindone isi ia te intang bi itcoi in dan mata uang di igi ital lai innya 

adalah  

bukan me irupakan alat pe imbayaran yang sah atau le igal te inde ir di i Iindone isi ia. Me inurut 

Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Mata Uang No. 7 Tahun 2011, di ite intukan bahwa mata 

uang adalah uang yang di ike iluarkan ole ih Ne igara Ke isatuan Re ipubli ik Iindone isi ia, 

se ilanjutnya di ise ibut Rupi iah. Bank Iindone isi ia juga me ingi ingatkan bahwa Bank 

Iindone isi ia se ibagai i otori itas si iste im pe imbayaran me ilarang se imua pe inye ile inggara si iste im 

pe imbayaran (pri insi ipal, pe inye ile inggara jasa pe irantara, pe inye ile inggara jasa se ite ilme in, 

pe inye ile inggara se ite ilme in, pe ine irbi it, pe ine iri ima, payme int gate iway, pe inye ile inggara ei-

walleit, pe inye ile inggara pe ingi iri iman uang). . Hal i ini i be irdasarkan Pe iraturan Bank 

Iindone isi ia No. 18/40/PBIi/2016 te intang Pe inye ile inggaraan Pe imrose isan Transaksi i 

Pe imbayaran Pasal 34 yang me inye ibutkan bahwa pe inye ile inggara si iste im pe imbayaran 

di ilarang me improse is transaksi i pe imbayaran de ingan me inggunakan viirtual curreincy, 

me inyalahgunakan i informasi i dan data pe ilanggan se irta i informasi i dan data untuk 

transaksi i pe imbayaran me inyi impan dan/atau me inyi impan ni ilai i yang dapat di isamakan 

de ingan ni ilai i mone ite ir yang dapat di igunakan di i luar masi ing-masi ing pe inye ile inggara 

jasa si iste im pe imbayaran. Ayat 8 (2) ke imudi ian me inyatakan bahwa pe inye ile inggara dii 

bi idang ke iuangan ti idak di ipe irbole ihkan untuk me inye ile inggarakan pe inye ile inggaraan 

si iste im pe imbayaran de ingan mata uang vi irtual ke icuali i untuk ke iwaji iban yang 

di ite intukan dalam ayat 1. Pe inje ilasan Pasal 8(2) me inje ilaskan bahwa pe ilarangan 

pe inye ile inggaraan si iste im pe imbayaran viirtual curreincy di ikare inakan viirtual curreincy 

bukanlah alat pe imbayaran yang sah di i Iindone isi ia. Bagi ian pe inje ilasan me inyatakan 

bahwa "mata uang vi irtual" me ingacu pada uang di igi ital yang di ike iluarkan ole ih pi ihak 

se ilai in otori itas mone ite ir dan di ipe irole ih de ingan me inambang, me imbe ili i atau 

me intransfe ir hadi iah, te irmasuk Bi itcoi in, BlackCoi in, Dash, Doge icoi in, Li ite icoi in, Name icoi in, 

Nxt, Pe ie ircoi in, Pri ime icoi in, Ri ipple i . dan Ve in. Cryptocurreincy me inggunakan kontrol 

te irde ise intrali isasi i di ibandi ingkan de ingan mata uang di igi ital te irpusat dan si iste im bank 

se intral. Pe irangkat lunak Bi itcoi in pe irtama kali i di iusulkan ole ih Satoshi i Nakamoto pada 

tahun 2008 dan di ibuat se irta di ii imple ime intasi ikan pada tahun 2009 [5]. Uang 

e ile iktroni ik ti idak te irmasuk dalam de ifi ini isi i mata uang vi irtual. Se ihubungan de ingan hal 

te irse ibut, Bank Iindone isi ia me inge iluarkan si iaran pe irs me inge inai i bi itcoi in dan mata uang 

vi irtual lai innya yai itu No.16/6/Dkom yai itu: 

“Pe irhati ikan UU No. 7 Tahun 2011 te intang Mata Uang dan UU No. 23 Tahun 1999 yang 

te ilah be ibe irapa kali i di iubah, te irakhi ir de ingan UU No. 6 Tahun 2009, di imana Bank 

Iindone isi ia me ingumumkan bahwa Bi itcoi in dan mata uang vi irtual lai innya ti idak akan 
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le igal. mata uang atau alat pe imbayaran di i Iindone isi ia.   

Pe inuli is me ine imukan be ibe irapa pe irbe idaan dalam be ibe irapa te imuan pe ine ili iti ian 

se ibe ilumnya pada pe irmasalahan yang se irupa de ingan pe ine ili iti ian i ini i, yai itu me imi ili iki i 

ke ibaruan yang me imbahas urge insi i pe iraturan pe irundang-undangan untuk me ili indungi i 

konsume in dalam transaksi i jual be ili i. pe inggunaan cryptocurre incy, khususnya bi itcoi in, 

se ibagai i alat pe imbayaran dalam transaksi i i inte irnasi ional dan nasi ional. Agar ti idak 

me ini imbulkan ke ikosongan hukum yang be irujung pada ke irugi ian mate iri il bagi i ne igara, 

di ike itahui i banyak ne igara maju juga te ilah me ingatur dan me inye ili idi iki i pe ingaturan 

Bi itcoi in se ibagai i alat pe imbayaran yang sah. Poi in di iskusi i i ini i ti idak di ite imukan dalam 

studi i yang diteliti oleh Muhammad Turmud pada tahun 2022 dengan judul ”Mata 

Uang Vi irtual se ibagai i Me idi ia Transaksi i dan Iinve istasi i dalam Pe irspe ikti if E ikonomi i Iislam” 

[6], di i mana pe ine ili iti iannya be irfokus pada e iksplorasi i pe inggunaan cryptocurreincy 

se ibagai i me idi ia transaksi i dan i inve istasi i be irdasarkan e ikonomi i Iislam yang te ilah 

di ifokuskan. Sedangkan pada penelitian ini difokuskan pada bentuk perlindungan 

hukum pada pengguna cryptocurrency sebagai alat bayar transaksi komersial. 

Berbeda dengan Jurnal Khofi ifah Sari i Hasi ibuan tahun 2022 yang berjudul “Bi itcoi in 

se ibagai i Sarana Transaksi i dalam Pe irspe ikti if Iislam” [7], yang me imfokuskan 

pe ine ili iti iannya untuk me inyaji ikan pandangan te intang le igi iti imasi i pe inggunaan Bi itcoi in 

dalam transaksi i jual be ili i yang dikhususnya dalam hukum Iislam. Sedangkan pada 

penelitian ini difokuskan pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen. 

Adapun penelitian pada 2022 yang dilakukan ole ih Adi i Dharmawansyah dengan 

judul “Ke ibe iradaan Cryptocurreincy se ibagai i Alat Pe imbayaran dan Sarana Ke ijahatan 

Pe incuci ian Uang”[8], yang me imfokuskan pe imbahasan pada ke imungki inan pe incuci ian 

uang me inggunakan cryptocurre incy, kare ina Si iste im blockchai in yang me ilakukan 

transaksi i te irse ibut adalah ti idak di ike itahui i (anoni im). Pada penelitian ini lebih 

menekankan pada pelanggaran yang mungkin terjadi akibat transaksi jual beli karena 

tidak adanya hukum yang mengatur di Indonesia. 

Me ince irmati i i inte irpre itasi i dari i pe irmasalahan di i atas, pe ine ili iti ian te isi is i ini i 

be irfokus pada topi ik “Bagai imanakah pe irli indungan hukum pe inggunaan mata uang 

vi irtual Bi itcoi in se ibagai i alat pe imbayaran dalam transaksi i pe irdagangan dii 

Iindone isi ia?”.   

Metode Penelitian 

Pada pe imbahasan pe ine ili iti ian i ini i, akan di igunakan je ini is me itode i yuri idi is 

normati if. Me itode i yuri idi is normati if yakni i untuk me ine imukan aturan hukum, pri insi ip-

pri insi ip hukum, maupun doktri in-doktri in hukum guna me injawab i isu hukum yang 

di ihadapi i. Me itode i yuri idi is normati if se indi iri i me imi ili iki i tujuan untuk me incari i pe ime icahan 

masalah atas i isu hukum (leigal iissuei) yang ada de ingan me iganali isi is suatu 

pe irmasalahan hukum. Le ibi ih lanjut, pe inde ikatan (approach) yang di ite irapkan dalam 

jurnal i ini i yai itu statutei approach (pe inde ikatan pe iraturan pe irundang-undangan), 

conceiptual approach (pe inde ikatan konse iptual), dan casei approach (pe inde ikatan 

kasus). 

Hasil dan Pembahasan 
Pengaturan Hukum Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial 
di Indonesia 
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Bagiian teirpe intiing darii siisteim pe imbayaran adalah alat peimbayaran, yang 

be irfungsii untuk me indukung siiste im agar be irjalan. Siiste im peimbayaran meincakup alat 

peimbayaran yang diigunakan seicara sah dan praktiik peirbankan laiinnya yang diigunakan 

dalam proseis pe imbayaran, teirmasuk uang tunaii. Konse ip Uang Seicara Luas Me inurut 

Kasmiir, uang diideifiiniisiikan seibagaii alat pe imbayaran/peimbeiliian barang dan jasa, yang 

be irfungsii se ibagaii satuan hiitung yang meinunjukkan niilaii barang/jasa yang diijual atau 

diibe ilii [9]. Ei-moneiy (uang e ile iktroniik) juga be irkeimbang dii Iindoneisiia yang teilah diiakuii ole ih 

Pe iraturan Uang Eileiktroniik Bank Iindoneisiia No. 11/12/PBI i/2009. Uang e ile iktroniik dapat 

diiseibut seibagaii alat peimbayaran yang sah apabiila meime inuhii syarat, yaiitu Uang yang 

be ire idar dapat diise idiiakan untuk umum. Cryptocurreincy se indiirii be irbe ida darii uang 

e ileiktroniik kareina teirus diiproduksii meilaluii proseis peinambangan dan kareinanya tiidak 

meimeinuhii pe irsyaratan uang eileiktroniik. 

Uang diigiital banyak diigunakan oleih masyarakat dii se iluruh duniia, teirutama oleih 

masyarakat yang seiriing meincarii uang tambahan dii iinteirne it. Salah satu jeiniis mata uang 

diigiital yang cukup teirke inal dan saat iinii me imiiliikii niilaii tukar te irtiinggii adalah Biitcoiin [10]. 

Keibe iradaan biitcoiin se ibagaii mata uang viirtual atau e ile iktroniik me iniimbulkan peirtanyaan 

teintang keiabsahannya meinurut hukum I indone isiia. Ada yang peircaya bahwa biitcoiin adalah 

iinovasii e ikonomii baru, te irutama dii biidang pe irdagangan barang dan jasa yang beirfungsii 

seibagaii alat pe imbayaran bagii pe inggunanya, dan teirleibiih lagii, biitcoiin biisa me injadii 

iinve istasii. Alasan dii baliik pe inciiptaan Biitcoiin adalah untuk meinghiilangkan keibutuhan akan 

re igulator pusat yang meingawasii se iluruh siiste im ke iuangan [11]. Uang se ibagaii alat 

peimbayaran juga diiatur dalam Undang-Undang Uang No. 7 Tahun 2011 (se ilanjutnya 

diiseibut “UU Uang”). Ayat 1 Pasal 1 UU Mata Uang, yang meinyatakan bahwa uang adalah 

uang yang diike iluarkan oleih neigara ke isatuan Reipubliik I indoneisiia, seilanjutnya diise ibut 

rupiiah, dan diigariisbawahii dalam Pasal 2 UU Mata Uang, meinyatakan bahwa uang adalah 

alat peimbayaran yang sah. . dan Iindoneisiia me ingakuii rupiiah se ibagaii mata uang yang 

be irlaku dii wiilayahnya. De imiikiian pula beirdasarkan asas Pasal 21(1) UU Deiviisa diiseibutkan 

bahwa rupiiah harus diigunakan dalam se itiiap transaksii yang diimaksudkan untuk 

peimbayaran, peime inuhan keiwajiiban deingan uang atau transaksii ke iuangan laiinnya dii 

I indoneisiia, kareina jiika Pe imbayaran yang diilakukan tanpa rupiiah dapat diipiidana deingan 

piidana peinjara paliing lama satu tahun dan deinda paliing banyak Rp200.000.000,00. 

Me inurut Pasal 33(1) Hukum Asiing.  

Biitcoiin seibagaii alat peimbayaran dalam transaksii dii Iindoneisiia tiidak dapat diiakuii 

ke iabsahannya, namun teirdapat peinge icualiian pada Pasal 21 Ayat 2 UU Mata Uang yang 

meinyatakan bahwa rupiiah tiidak wajiib dalam transaksii teirteintu, peilaksanaan anggaran 

peindapatan dan be ilanja neigara, pe ineiriimaan atau subsiidii subsiidii luar ne ige irii, pe irdagangan 

iinteirnasiional, mata uang yang diise ibut deiposiito bank atau transaksii ke iuangan 

iinteirnasiional. Beirdasarkan mateirii hukum yang diikumpulkan, transaksii Biitcoiin masiih 

dapat diigunakan dii masyarakat atau sah se ilama meime inuhii Pasal 21(2) UU Mata Uang No. 

7 Tahun 2011. 

UU Bank Iindoneisiia No. 3 Tahun 2004 Pe irubahan atas UURIi No. 23 Tahun 1999 

teintang Bank Iindoneisiia be irpeiran peintiing dalam meingatur dan meinjaga keilancaran 



 
 

Seminar Nasional Hukum dan Pancasila 

Vol. 2, 9 Juni 2023 
 
 

96 
 

siisteim pe imbayaran. Salah satu ke iwe inangan Bank I indoneisiia adalah me ine itapkan alat 

peimbayaran yang dapat diigunakan ole ih masyarakat, teirmasuk alat peimbayaran 

e ileiktroniik. Bank Iindoneisiia teilah me ingeiluarkan larangan peinggunaan biitcoiin. Salah 

satunya adalah catatan untuk meinjamiin ke ipastiian hukum teintang peinggunaan biitcoiin 

seibagaii alat pe imbayaran, bahwa biitcoiin atau mata uang viirtual laiinnya tiidak dapat 

diiseibut se ibagaii mata uang. atau alat peimbayaran yang sah dii I indoneisiia, dan seimua riisiiko 

yang teirkaiit deingan keipe imiiliikan atau peinggunaan biitcoiin oleih peimiiliik atau pe ingguna 

biitcoiin dan mata uang viirtual laiinnya diibahas dalam siiaran peirs no. 16/6/DKom 2014 

meingiingat UU Bank Iindoneisiia No. 23 Tahun 1999 yaiitu UU No. 6 Tahun 2009 te intang 

Bank Iindoneisiia dan UU No. 7 Tahun 2011 te intang Mata Uang, diimana Bank Iindone isiia 

tiidak iikut seirta dalam peirnyataan iinii te irliibat dan meimbeiriikan peirliindungan hukum 

teirhadap peinggunaan Biitcoiin se ibagaii alat pe imbayaran dii I indoneisiia. 

Pe iraturan Bank I indoneisiia No 18/40/PBI i/2016 te intang peinyeile inggaraan 

peimrose isan transaksii pe imbayaran pada Pasal 12 ayat (a) seicara teigas meilarang  

peinggunaan viirtual curreincy dalam peimrose isan transaksii peimbayaran ole ih 

peinye ileinggara jasa siisteim peimbayaran. Pe imroseisan transaksii pe imbayaran dii atas 

diijeilaskan dalam keite intuan Pasal 3, me iliiputii ke igiiatan pra-transaksii, otoriisasii, se iteilme in, 

seite ilmein, dan pasca-transaksii. Fungsii pe imroseisan transaksii peimbayaran diilakukan oleih 

peinye ileinggara jasa siisteim peimbayaran (PJSP) dan peinyeile inggara jasa peinunjang. Pasal 

8(2) Pe iraturan Bank Iindoneisiia No. 19/12/PBI i/2017 te intang Peinyeile inggara Teiknologi i 

Keiuangan me inyeibutkan: 

Se ilaiin ke iwajiiban yang diiatur dalam ayat 1, peinye ileinggara te ikfiin diilarang meimbuat 

siisteim peimbayaran meinggunakan mata uang viirtual. Bank Iindoneisiia seibagaii pe imbuat 

dan peilaksana keibiijakan moneite ir juga teilah me imbeiriikan iinformasii meinge inaii “biitcoiin” 

dan “viirtual curreincy” dalam siiaran peirs yaiitu:No: 16/6/Dkom: 

Catatan UU No 7 Tahun 2011 teintang Mata Uang dan UU No 23 Tahun 1999, ke imudiian 

diiubah be ibe irapa kalii, baru-baru iinii de ingan UU No 6 Tahun 2009, Bank I indone isiia 

meingumumkan bahwa biitcoiin dan viirtual curreincy laiinnya tiidak teirmasuk mata uang 

atau alat peimbayaran yang sah dii I indoneisiia.  

Miiniimnya peingaturan peinggunaan biitcoiin se ibagaii me itodei pe imbayaran dalam 

transaksii biisniis dii I indoneisiia me impeingaruhii tiingkat peineiriimaan biitcoiin se ibagaii meitodei 

peimbayaran dalam suatu transaksii. Biitcoiin yang saat iinii masiih be irada dii wiilayah abu-abu 

meimbuat hanya seidiikiit peirusahaan eileiktroniik dii I indoneisiia yang meineiriima Biitcoiin 

seibagaii me itodei pe imbayaran. Kareina status biitcoiin yang tiidak diiakuii, maka se imakiin suliit 

bagii peime iriintah Iindoneisiia untuk meingontrol peingguna biitcoiin, kareina peinge indaliian 

yang optiimal meimbutuhkan ke irjasama antara peimeiriintah I indoneisiia dan peinye idiia 

layanan biitcoiin. Me ikaniismei. Beibe irapa ne igara seipeirtii Fiinlandiia, Jeirman, Kanada dan 

Siingapura te ilah me ingambiil siikap deingan me ineiriima biitcoiin dan me ingakuii status biitcoiin 

seibagaii le igal te indeir dii ne igaranya masiing-masiing. Sebagai salah satu negara yang ramah 

crypto, Je irman se icara reismii me ingklasiifiikasiikan biitcoiin se ibagaii uniit akun. Definisi kripto 

tidak hanya mencakup token dengan fungsi pertukaran dan pembayaran (termasuk mata 

uang kripto), yang mungkin termasuk dalam instrumen keuangan sebagai "unit akun" 
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dalam pengertian Bagian 1(11), kalimat 1. , No. 7 KWG dan Bagian 2(5 ), No. 7 WpIG, serta 

token yang digunakan untuk investasi. Sekuritas atau token investasi ini juga dapat 

memenuhi syarat sebagai produk investasi, instrumen utang atau unit dalam skema 

investasi kolektif sesuai dengan Bagian 1 (11), kalimat 1, No. 2, 3 atau 5 dari KWG dan 

Bagian 2 (5), No 2. , 3 atau 5 WPG. Pe ingakuan yang diibe iriikan oleih ne igara-ne igara teirseibut  

meirupakan iindiikasii progreisiifiitas hukum darii fe inomeina yang teirjadii dii masyarakat, 

kareina be intuk ke ibaliikan darii pe ingakuan yang diibe iriikan ole ih ne igara-neigara te irse ibut 

adalah peirusahaan yang meinawarkan jasa peinukaran biitcoiin dan peirusahaan yang 

meinggunakan biitcoiin seibagaii alat pe imbayaran deingan jumlah teirteintu. ke ina pajak. suatu 

jumlah yang dapat meinjadii pe indapatan neigara [12]. Se ilaiin ne igara-ne igara yang meingakuii 

biitcoiin se ibagaii alat peimbayaran yang sah, ada beibe irapa neigara yang meilarang 

peinggunaan biitcoiin dii neigaranya dan meinyatakan bahwa biitcoiin adalah beintuk 

peimbayaran iile igal, yang artiinya  

seitiiap transaksii yang me inggunakan biitcoiin seibagaii peimbayaran adalah iile igal. me ilanggar 

hukum adalah me ilanggar hukum. Ne igara-ne igara teirseibut antara laiin Bangladeish, Chiina, 

Rusiia dan beibe irapa neigara laiinnya. Siikap ne igara-neigara teirseibut sangat beirbe ida deingan 

I indoneisiia kareina biisa diikatakan Iindoneisiia be ilum be inar-be inar meingambiil siikap te irhadap 

feinome ina biitcoiin saat iinii. Neigara-ne igara iinii me ingambiil siikap iinii kare ina me ire ika 

meimandang Biitcoiin seibagaii te iknologii yang le ibiih be irbahaya dariipada keibaiikan. Protokol 

biitcoiin yang sama seikalii tiidak teirkontrol seirta peirubahan niilaii biitcoiin diianggap seibagaii 

dua alasan utama meingapa neigara-ne igara teirse ibut meinjadiikan peinggunaan biitcoiin iile igal 

dii ne igara meire ika. Biitcoiin se ibagaii alat peimbayaran untuk seimua transaksii dii dalam neige irii 

masiih diimungkiinkan kareina biitcoiin diike inal seibagaii teikniik pseiudoniim. Satu-satunya 

tiindakan yang masuk akal yang dapat  diiambiil ne igara yang meinyatakan biitcoiin seibagaii 

alat peimbayaran iile igal adalah me inutup dan meincabut liise insii pe irusahaan yang 

meinawarkan layanan peirtukaran biitcoiin dii neigara meire ika, seihiingga me inyuliitkan 

peingguna biitcoiin dii ne igara te irseibut. dapatkan biitcoiin. 

Konseikue insii laiin yang mungkiin te irjadii be irkaiitan deingan niilaii Biitcoiin iitu seindiirii. 

Niilaii biitcoiin diite intukan ole ih pasar [13], se ihiingga siikap ne igara te irhadap biitcoiin 

meirupakan salah satu eimosii yang dapat me impeingaruhii niilaii biitcoiin, se irta be ilum adanya 

re igulasii peinggunaan biitcoiin se ibagaii alat peimbayaran seicara komeirsiial. transaksii dii 

I indoneisiia juga seicara langsung meimpeingaruhii niilaii biitcoiin dii pasar duniia. Se imakiin 

banyak neigara yang meinyangkal keibe iradaan biitcoiin dan tiidak meine iriima biitcoiin seibagaii 

alat peimbayaran yang sah, maka niilaii biitcoiin akan teirus me inurun kare ina diike itahuii niilaii 

biitcoiin diite intukan oleih peirasaan teirteintu, salah satunya adalah keipeintiingan publiik. dan 

ke ipeircayaan masyarakat (publiic trust) teirhadap Biitcoiin se ibagaii alat peimbayaran 

transaksii kome irsiial.  

Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Mata Uang Virtual Bitcoin Sebagai Alat 

Pembayaran dalam Transaksi Komersial di Indonesia 

Ne igara adalah i insti itusi i, si iste im yang me ingatur hubungan yang di ici iptakan ole ih 

dan di i antara orang-orang i itu se indi iri i. Ne igara me irupakan i instrume in untuk me incapai i 

tujuan utama, te irmasuk si iste im yang me imbe iri ikan ke ise impatan ke ipada masyarakat 
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untuk me ilakukan akti ivi itasnya. Se ibagai i ne igara be irdaulat, Re ipubli ik Iindone isi ia 

me impunyai i ke idudukan dan tanggung jawab yang sama de ingan ne igara-ne igara lai in di i 

duni ia, yai itu me injaga pe irdamai ian duni ia dan me ili indungi i warga ne igaranya. Se ibagai i 

otori itas re igulasi i, ne igara me imi ili iki i fungsi i pe ingawasan dan me imbe iri ikan pe irli indungan 

hukum ke ipada warganya. Ole ih kare ina i itu, Pasal 28D UU NRIi Tahun 1945 juga 

me inyatakan bahwa se iti iap orang be irhak atas pe ingakuan, jami inan, pe irli indungan, dan 

ke ipasti ian hukum yang adi il se irta pe irlakuan yang sama di i de ipan hukum. Pe irnyataan 

Bank Iindone isi ia dalam Si iaran Pe irs Bank Iindone isi ia No. 16/6/DKom be irjudul 

“Ke ite irangan Bank Iindone isi ia te intang Bi itcoi in dan Mata Uang Vi irtual Lai innya” de ingan 

je ilas me imaparkan ri isi iko yang di iti imbulkan dari i pe inggunaan Bi itcoi in di i wi ilayah 

Iindone isi ia, se ihi ingga dalam hal i ini i pi ihak Iindone isi ia . pe ime iri intah ti idak be irtanggung 

jawab atas ri isi iko yang di ihadapi i dan di ialami i warganya. Hal i ini i je ilas be irte intangan 

de ingan pri insi ip hukum i inte irnasi ional yai itu pri insi ip ke iwaji iban untuk me ili indungi i. 

Me inyadari i pe inggunaan Bi itcoi in se icara langsung dapat me imbawa ke imudahan 

dan ke iuntungan bagi i Iindone isi ia. Umpan bali ik lai in yang dapat di ipe irole ih pe ime iri intah 

Iindone isi ia dari i pe ingakuan bi itcoi in se ibagai i alat pe imbayaran yang sah adalah bahwa  

Iindone isi ia dapat me imbayar pajak ke ipada pe inye idi ia layanan bi itcoi in. Status bi itcoi in 

yang masi ih be irada di i wi ilayah abu-abu me imbe iri ikan ke ipasti ian hukum ke ipada 

pe ime iri intah Iindone isi ia atas fe inome ina bi itcoi in yang te irjadi i di i masyarakat, di imana 

te irdapat dua opsi i te irkai it de ingan langkah yang di iambi il ole ih pe ime iri intah. Opsi i 

pe irtama adalah me inge iluarkan tanda te iri ima dan opsi i ke idua adalah me inge iluarkan 

pe irnyataan bahwa me inggunakan bi itcoi in adalah i ile igal di i Iindone isi ia. Se ipe irti i yang 

sudah di ije ilaskan di i atas, Bi itcoi in ti idak hanya di ite imukan di i Iindone isi ia te itapi i juga di i 

Si ingapura. Pe ime iri intah Si ingapura me ingakui i pe inggunaan bi itcoi in di i ne igara te irse ibut 

ole ih Mone itary Authori ity of Si ingapore i (MAS) pada Mare it 2014, yang me inyatakan 

bahwa dana uang vi irtual di ianggap se ibagai i pe inye idi ia layanan yang di ike inakan GST 

(Pajak Barang dan Jasa).  

Te intang mata uang vi irtual yang saat i ini i be ire idar di i Iindone isi ia yang me inurut  

pe ime iri intah i ile igal ji ika di igunakan se ibagai i pe imbayaran atau pe imbayaran di i Iindone isi ia, 

kare ina ne igara ki ita sudah me imi ili iki i acuan dan aturan mata uang yai itu rupi iah. Tugas 

pe ime iri intah adalah me ili indungi i mata uang de ingan me inge iluarkan re igulasi i yang harus 

se isuai i de ingan pe irke imbangan produk e ile iktroni ik te irse ibut. Dalam hal i ini i 

di ii imple ime intasi ikan dalam be intuk UU IiTE i yang baru yai itu UU No19 Tahun 2016 

te intang Pe irubahan atas UU No 11 Tahun 2008 te intang IiTE i Te intang Masalah Hukum 

Dalam Pe irge irakan Vi irtual Curre incy Di i Iindone isi ia, Namun Masalah Ti idak Ada Se ii iri ing 

upaya pe ime iri intah me imi ini imali isi ir ke irugi ian i inve istor atau pe ingguna mata uang vi irtual 

bi itcoi in dan ce intcoi in be irakhi ir, pe ime iri intah me inunggu ke ipasti ian apakah produk 

e ile iktroni ik te irse ibut bi isa be ire idar di i Iindone isi ia atau ti idak. Ji ika ti idak, pe ime iri intah harus 

de ingan te igas me inggunakan ke ikuatannya untuk me inolak akse is me ire ika dan me ince igah 

me ire ika masuk ke i Iindone isi ia.    

Konsume in juga dapat di iklasi ifi ikasi ikan se ibagai i i inve istor atau pe ingguna 

transaksi i bi isni is atau pe ingguna mode il pe irdagangan mata uang vi irtual ce intcoi in dan 

bi itcoi in. Se ibagai i konsume in, sangat me imbutuhkan pe irli indungan pe ime iri intah. Catatan 
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Pasal 1 UURIi no. 8 Tahun 1999 te intang Pe irli indungan Konsume in, yang be irbunyi i: 

“Pe irli indungan konsume in adalah se igala upaya yang me injami in ke ipasti ian hukum 

untuk me ili indungi i konsume in.” Se ihubungan de ingan pe inggunaan dan pe irge irakan mata 

uang vi irtual di i Iindone isi ia dan de ingan me impe irti imbangkan pe ine igasan atau 

pe irnyataan pe ime iri intah, Bank Iindone isi ia se ibagai i bank se intral dan UURIi no. 7 te intang 

mata uang tahun 2011, sangat di ipe irlukan ke ipasti ian hukum agar pe inggunaan dan 

pe ire idarannya di i Iindone isi ia dapat di ipe irje ilas. Ke ipatuhan te irhadap Undang-Undang 

Pe irli indungan Konsume in UURIi No. 8 Tahun 1999 di ini ilai i sangat pe inti ing bagi i 

ke ibe irlangsungan poli iti ik re igulasi i Ne igara (Bank Iindone isi ia) te intang pe inggunaan dan 

pe irge irakan vi irtual curre incy di i Iindone isi ia. se ibagai i bank se intral dan me ingi ingat UURI i 

no. 7 te intang mata uang tahun 2011, ke ipasti ian hukum sangat di ipe irlukan agar 

pe inggunaannya di i Iindone isi ia di ipe irje ilas. Ke ipatuhan te irhadap UURIi No. 8 Tahun 1999 

te intang pe irli indungan konsume in di ini ilai i sangat pe inti ing bagi i ke isi inambungan 

ke ibi ijakan ne igara (Bank Iindone isi ia) untuk pe inggunaan dan pe ire idaran viirtual curreincy 

di i Iindone isi ia. Se ite ilah me inje ilaskan be ibe irapa aspe ik pe irli indungan konsume in, transaksi i 

kome irsi ial de ingan Bi itcoi in se ibagai i alat pe imbayaran dalam hal i ini i me ime irlukan suatu 

pe iraturan hukum yang me ingatur te intang cryptocurreincy se ibagai i komodi itas atau alat 

pe imbayaran se icara je ilas dan ri inci i. Se ite ilah ke ibe iradaan Bi itcoi in di iakui i dan di iatur ole ih 

undang-undang, undang-undang dapat di ibe irlakukan untuk me ili indungi i konsume in  

crypto. Me ini imbang pasal 1 UU UURIi No. 8 Tahun 1999 te intang Pe irli indungan 

Konsume in yang me imbe iri ikan gambaran te intang ke iwaji iban ne igara untuk me ili indungi i 

konsume innya. Ke ikosongan hukum me imi ili iki i dua (dua) pe inge irti ian yang be irbe ida. 

Pe irtama, hukum ti idak dapat di ite igakkan kare ina adanya ke ikosongan hukum se ipe irti i 

ke iadaan atau pe iri isti iwa, kare ina ada hal-hal yang ti idak di iatur ole ih undang-undang. 

Ke idua, ke ite intuan hukum be irsi ifat abstrak se ihi ingga harus di itransformasi ikan me injadi i 

pe iraturan pe irundang-undangan subordi inat yang le ibi ih konkre it, spe isi ifi ik dan te ikni is.  

Kesimpulan 
Pe inggunaan mata uang vi irtual bi itcoi in se imaki in me ini ingkat di i Iindone isi ia, namun 

hi ingga saat i ini i pe ime iri intah Iindone isi ia be ilum me indapatkan pe ingakuan hukum atas 

pe inggunaan mata uang vi irtual bi itcoi in se ibagai i alat pe imbayaran dalam transaksi i 

bi isni is. Kondi isi i i ini i me ini imbulkan pe irmasalahan hukum te irkai it pe irli indungan hukum 

te irhadap pe ingguna mata uang vi irtual Bi itcoi in di i Iindone isi ia. Ti idak adanya re igulasi i 

yang je ilas dan ti idak adanya pe ingakuan atas pe inggunaan mata uang vi irtual Bi itcoi in di i 

Iindone isi ia me imbuat pe ingguna mata uang vi irtual Bi itcoi in di i Iindone isi ia ti idak 

me indapatkan pe irli indungan hukum atas ke ipe imi ili ikan dan/atau pe inggunaan Bi itcoi in 

dan de ingan de imi iki ian se iti iap orang yang me imi ili iki i dan/atau me imi ili iki i ri isi iko 

yang be irkai itan de ingan pe inggunaan dan harus di itanggung se ipe inuhnya ole ih pe ingguna 

Bi itcoi in. Kontrol Ne igara te irhadap Pe ingguna Bi itcoi in di i Iindone isi ia sangatlah pe inti ing 

agar Pe ingguna dan Ne igara dapat me indaptkan manfaat dari i ke ibi ijakan te irhadap 

transaksi i bi itcoi in. Pe ime iri intah Iindone isi ia ti idak dapat se icara maksi imal me imantau dan 

me ingontrol pe inggunaan bi itcoi in di i Iindone isi ia, di imana pe imantauan dan kontrol 

te irse ibut dapat di ilaksanakan se icara opti imal ke iti ika pe ime iri intah me ingakui i status 

bi itcoi in se ibagai i mata uang vi irtual di i Iindone isi ia, se ihi ingga pe ime iri intah dan 

pe irusahaan dapat me ingi imple ime intasi ikan dan me imi ini imali isi ir pe inyalahgunaan Bi itcoi in, 

kare ina pe inggunaan Bi itcoi in ti idak di iatur de ingan je ilas di i Iindone isi ia. Pe irusahaan 
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Pe inye idi ia Layanan Mata Uang Vi irtual Bi itcoi in (Bi itcoi in Se irvi ice i Provi ide ir) dan 

pe irusahaan ei-commeircei di i Iindone isi ia. Hal i ini i je ilas me inghambat pe inye idi ia layanan 

mata uang vi irtual untuk me indukung pe irke imbangan Bi itcoi in se ibagai i me itode i 

pe imbayaran dan alat pe imbayaran di i Iindone isi ia, di imana se iharusnya pe ime iri intah 

Iindone isi ia dapat me impe irmudah transaksi i masyarakatnya dan ti idak me inghambat 

ke igi iatan pe ire ikonomi ian di i Iindone isi ia. 

Pe ime iri intah Iindone isi ia be ilum cukup me impe irti imbangkan pe irli indungan hukum 

atas pe inggunaan bi itcoi in di i Iindone isi ia se ibagai i bagi ian dari i tanggung jawabnya 

te irhadap ke ise ijahte iraan warga ne igaranya. Kurangnya undang-undang dan pe iraturan 

yang me ingatur pe inggunaan bi itcoi in mata uang vi irtual se ibagai i alat 

pe imbayaran transaksi i kome irsi ial be irarti i bahwa si iapa pun yang me inde iri ita kare ina 

pe inggunaan bi itcoi in ti idak dapat me ingambi il ti indakan hukum. Dari i sudut pandang 

hukum i inte irnasi ional, ji ika Iindone isi ia se ibagai i ne igara yang be irdaulat waji ib 

me imbe iri ikan pe irli indungan hukum ke ipada warga ne igaranya, maka Iindone isi ia se ibagai i 

ne igara yang be irdaulat ti idak me ime inuhi i pri insi ip pe irli indungan te irse ibut.  
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